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.I'ENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA T]14I,IT{ (IKU)

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DAN PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAII KABUPATDN KEDIRI

Menimbang

BUPATI KEDIRI,

a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja

Pemerintah Kabupaten Kediri adalah dengan ditetapkannya Indikator

Kint;t'a Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu

tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/O9/M. PAN/5 /2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (lKU) di Lingkungan Instansi

Pemerintah, Bupati wajib menetapkan lndikator Kinerja Utama (lKU)

untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri

yang ada dibawahnya;

c. bahlva sesrrai Nota Dinas dari Kepala Ragian Organisasi tanggal

2 Pebruari 201 7 Nomor 065/045/4 18.09/20 I 7 perihal Usulan Pernbentukan

l'im Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Berita Acara tanggal

l7 Pebruari 2017 Nomor 065/510i418.09/2017 tentang Rapal Pcrnbahasan

Usulan Pernbentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegialan Bagian

Olganisasi Sekretariat Dacrah Kabupatcn Kediri 'fahun 2017, perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan lndikator Kinerja Utama

(IKU) Pcmerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerinkh Kabupaten Kediri ;

d. Bahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b dan hurufc perlu menetapkan Keputusan llupati tentang Penetapan

Indikator I(inerja tJtarna (IKLI) Perncrintah liabupatcn Kodrri dan

Perangkat Daerah di Lingkungan Penrcrintah Kabupaten Kediri;



)

Mengingat

Menetapkan

KL]SATIJ

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undanganl

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapomn Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Caxa

Pengendal ian dan Eval uasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/O9/M.PAN 1512007 tentang Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 'Iahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri
'fahun 2016 - 2021;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nonror 5 Tahun 2016 tentang

Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

MIIMTI'I'TISKAN :

Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) l']emerintah Kabupaten Kediri dan

Perangkat Daerah di Lingkungan Pcmerintah Kabupaten Kediri sebagaimana

tercantum dalam Larnpiran Keputusan ini.
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Indikator Kincrja iJtama (lKU ) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

bertuj uan untuk :

a. memperoleh informasi kine{a yang penting dan diperlukan dalam

penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan

b. memperoleh pengukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

pen'ingkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dimanfaatkan sebagai dasar untuk :

a. Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Strategis SKPD;

b. PerencanaanTahunan;

c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;

d. PelaporanAkuntabilitasKinerja;

e. Evalrasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan

f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Keputusan ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi

tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 06510451418.09/2017 perihal Usulan

Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Berita Acara tanggal

17 Pebruari 2017 Nomor 065/5101418.0912017 tentang Rapat Pembahasan

Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017, dengan hasil

peserta rapat memutuskan menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, serta mulai

herlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri

padatarggal 15 -08 - 2017

BTIPATI KEDIRI,
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IIARI'ANTI SI.ITRISNO

Salinan sesuai dengan aslilya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dal
Kesej ahteraan Rakyat

u.b.
BAGIAN HUKUM
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 188.45t3451418.0812017
TANGGAL . 15- 08-2017

Tujuan

Tugas Pokok

Fungsi

TNDTKATOR KTNERJA UTAMA (rKU)

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien serta pelayanan perpustakaan.

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kearsipan dan perpustakaan;

b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang kearsipan dan perpustakaan;

c. Pelaksanaan dibidang kearsipan dan perpustakaan;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang kearsipan dan perpustakaan;

e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang kearsipan dan perpustakaan;

f. Pembinaan penyelenggaraan dibidang kearsipan dan perpustakaan;

S. Pembinaan UPTD;

h. Pelaksanaan administrasi dibidang kearsipan dan perpustakaan;

i. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PENGHITUNGAN
PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya pengelolaan

arsip pemerintah daerah yang

tertib, rapi dan handal

Persentase SKPD yang menerapkan

penyelenggaraan kearsipan secara

baku

Jumlah SKPD dan BUMD yang sudah
menyelenggarakan kearsipan

sesuai standar x 100%

Jumlah SKPD dan BUMD

Dinas Kearsipan

dan

Perpustakaan

2 Terwujudnya

Kabupaten

membaca

masyarakat

Kediri gemar

1. Persentase peningkatan

pengunjung perpustakaan

(Jumlah pengunjung tahun ini)
(Jumlah pengunjung tahun lalu)

xl00%

Jumlah pengunjung tahun lalu

2. Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah

(Total koleksi buku tahun lalu)

penambahan buku tahun ini)

+ (Jumlah

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNOSalilan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administr asi Pemerintahan dan
Kesej ahteraan Rakyat

u.b.
GIAN HI IKI ]M
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